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ABSTRAK : 

bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, perlu 

dilakukan penyesuaian mekanisme kerja di lingkungan instansi pemerintah; untuk 

menindaklanjuti perubahan mekanisme kerja perlu dilakukan perubahan terhadap 

beberapa materi muatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;  

penataan organisasi dan tata kerja unit pelayanan kesehatan Kementerian Kesehatan 

telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1055/M.KT.01/2022 tanggal 28 

September 2022; sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. 

 

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); 

UU No 39 Tahun 2008; UU No 36 Tahun 2009; Perpres No 18 Tahun 2021; Permenkes 

No 30 Tahun 2020; Permenkes No 5 Tahun 2022;  

 

- Dalam Peraturan Menteri Ini mengatur beberapa Ketentuan Pasal 11 dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang diubah yaitu:  

 

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan 

fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala UPK Kementerian Kesehatan 

sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.  



(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok jabatan 

fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.  

(3) Pemberian penugasan kepada kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala 

UPK Kementerian Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta 

permasalahan yang dihadapi.  

(4) Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Kepala UPK 

Kementerian Kesehatan dapat mengangkat ketua tim kerja dan anggota.  

(5) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh Kepala UPK Kementerian 

Kesehatan sesuai bidang keahlian dan keterampilan.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok 

jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan.  

CATATAN :  

- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Maret 2023 

- Lamp :  - hlm.  


